PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL

MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
| MINERAL DI DALAM NEGERI

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.|
Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 4 Maret 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka mendorong, melaksanakan,
dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan
pengembangan mineral sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, perlu mengatur mengenai pengiriman
conto mineral ke luar negeri dalam rangka kerja
sama penelitian dan pengembangan mineral untuk
menunjang pengembangan kegiatan pengolahan
dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri;
bahwa untuk meningkatkan efektifitas serta men-
jamin kepastian hukum pelaksanaan peningkatan
nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan
dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri, perlu
mengatur kembali batasan minimum pengolahan
dan/atau pemurnian mineral termasuk penetapan
jenis komoditas tambang mineral serta mineral
ikutannya yang belum ditetapkan batasan mini-
mum pengclahan dan/atau pemurniannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah
Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemur-
nian Mineral di Dalam Negeri;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dap Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamban-
gan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Re-
pubtik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5597};
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleng-
garaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tanggal 27 Oktober 2014;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan
Pemasokan Kebutuhan Mineral clan Batubara
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 546);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 20110 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2014 Nomor 172b);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Miner-




al Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai
Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan
Pemurnian Mineral di Dalam Negeri {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-
ATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEN-
INGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KE-
GIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL
Dl DALAM NEGERI.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Men-
teri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun
2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Me-
lalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2014 Nomor 35) diubah sebagai berikut:
I.  Ketentuan ayat {5) Pasal 4 diubah sehingga Pasal

4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Produk samping atau sisa hasil pemurnian
komoditas tambang mineral logam tembaga
berupa lumpur anoda dan tembaga telurid

i Wajib dilakukan peningkatan kemurnian lebih
lanjut di dalam negeri sesuai dengan batasan
minimum pemurnian komoditas tambang min-
eral logam sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Produk samping atau sisa hasil pengolahan ko-
moditas tambang mineral logam timah berupa
konsentrat zirkon, ilmenit, rutil, monasit, dan
senotim Waijib dilakukan pengolahan dan/
atau pemurnian di dalam negeri sesuai den-
gan batasan minimum pengolahan dan/atau
pemurnian komoditas tambang mineral logam
sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3) Produk samping atau sisa hasil pemurnian
konsentrat timah berupa terak wajib dilaku-
kan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan
batasan minimum pemurnian komoditas tam-
bang mineral logam sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian ti-
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dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4} Produk samping-atau sisa hasil pemurnian ko-
" moditas tambang mineral iogam timbal dan
seng berupa emas dan perak wajib dilakukan
pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ba-
tasan minimum pemurnian komoditas tam-
bang mineral logam sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian ti-

dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{5) Produk samping atau sisa hasil pemurnian ko-
moditas tambang mineral logam besi berupa

. Terak Wajib dilakukan pemurnian di dalam
negeri sesuai dengan batasan minimum
pemurnian komoditas tambang mineral logam
sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(6) Produk samping atau sisa hasil pengolahan
komoditas tambang mineral bukan logam
yang masih mengandung unsur atau mineral
legam yang bernilai ekonomis waijib dilakukan
pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
sesuai dengan batasan minimum pengolahan
dan pemurnian komoditas tambang mineral
logam sebagaimana tercantum dalam Lampi-
ran | yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan ayat (2), ayat (3). Dan ayat (4) Pasal 6
diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

(1) Kerja sama pengolahan dan/atau pemurnian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dapat berupa:

a. jual beli Bijih {raw material atau ore) atau
Konsentrat; atau

b. kegiatan untuk melakukan proses pengola-
han dan/atau pemurnian.

(2) Rencana kerja sama pengolahan dan/atau
pemurnian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelzah
mendapatkan rekomendasi dari:

a. Menteri apabila:

1. rencana kerja sama dilakukan antara
Pemegang IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi yang diterbitkan
oleh Menteri dengan:

a) IUP Operasi Produksi lainnya atau
IUPK Operasi Produksi lainnya yang
diterbitkan oleh Menteri;

b} IUP Operasi Produksi lainnya yang
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diterbitkan oleh gubernur; dan/atau

c) lUP Operasi Produksi khusus un-
tuk pengolahan dan/atau pemurnian
yang diterbitkan oleh Menteri.

2, rencana kerja sama dilakukan antara
pemegang IUP Operasi Produksi yang
diterbitkan oleh 2 (dua) gubernur yang
berbeda; dan

3. rencana kerja sama dilakukan antara
pemegang IUP Operasi Produksi yang
diterbitkan oleh gubernur dengan IUP
Opefasi Produksi khusus untuk pengo-
lahan dan/fatau pemurnian yang diterbit-
kan oleh Menteri.

b. gubernur' apabila rencana kerja sama di-
lakukan antara pemegang IUP Operasi
Produksi yang diterbitkan oleh gubernur
dengan:

1. IUP Operasi Produksi Iamnya yang diter-

bitkan oleh gubernur dalam 1 (satu)
provinsi; dan/atau

2. IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian yang
diterbitkan oleh gubernur dalam 1 (satu)
provinsi.

(3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengola-
han dan/atau pemurnian sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 ayat 3 diberikan oleh Men-
teri atau gubernur sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produk-
si, IUPK Operasi Produksi, dan 1UP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian melakukan pengolahan dan/atau
pemurnian bijih (raw material atau ore), kon-
sentrat, atau produk antara Mineral yang be-
rasal dari luar negeri, rencana kerja samanya
dengan pemasok Waijib mendapatkan reko-
mendasi dari Menteri.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan {dua)

Pasal, yakni Pasat 9A dan Pasal 9B yang berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Pemegang UP Eksplorasi, IUPK Eksplora-
si, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi
Produksi mineral logam, mineral bukan lo-
gam, dan batuan, serta IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemur-
nian dapat melakukan kerja sama penelitian
dan pengembangan mineral untuk menunjang

rencana pembangunan dan pengembangan

kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di

dalam negeri dengan:

a. lembaga penelitian dan pengembangan
pada Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertamban-
gan mineral;

b. lembaga penelitian dan pengembangan
lainnya yang kompeten;

¢. perguruan tinggi; dan/atau

d. pihak lain di luar negeri.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf ¢ hanya dapat dilakukan apabila:

a. belum dapat dilakukan di dalam negeri;
dan/atau

b. dalam rangka uji kesesuaian teknologi yang
akan digunakan di dalam negeri.

(3) Dalam melakukan kerja sama penelitian dan

pengembangan mineral sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf d, pemegang IUP
Eksplorasi, |UPK Eksplorasi, 1UP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral
logam, mineral bukan logam, dan batuan, serta
\UP Operasi Produksi khusus untuk pengolah-
an dan/atau pemurnian dapat mengirim conte
mineral ke luar negeri setelah mendapatkan
persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagan-
gan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

(4) Sebelum mendapatkan persetujuan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang
IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, 1UP QOperasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi miner-
al logam, mineral bukan logam, dan batuan,
serta IUP Operasi Produksi khusus untuk pen-
golahan dan/atau pemurnian Wajib mendapat-
kan rekomendasi dari Direktur Jenderal atas
nama Menteri.

(5) Permohonan rekomendasi sebagaimana di-

maksud pada ayat (4) diajukan kepada Men-

teri c.q. Direktur Jenderal dengan mencan-

tumkan:

a. maksud dan tujuan pengiriman conto min-
eral ke luar negeri;

b. jenis dan jumlah conto mineral; dan

¢. negara tujuan.

{6) Direktur Jenderal atas nama Menteri melaku—

kan evaluasi terhadap permohonan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat {6), Direktur Jenderal atas nama
Menteri menerbitkan rekomendasi dalam jang-
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ka Waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak permohonan diterima se-
cara lengkap dan benar.

{8) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplora-
si, IUP QOperasi Produksi, dan. lJUPK Operasi
Produksi mineral logam, mineral bukan logam,
dan batuan, serta IUP Operasi Produksi khu-
sus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
Waijib menyampaikan laporan hasil penelitian
dan pengembangan Mineral melalui pengiri-
man conto Mineral ke luar negeri kepada Men-
teri ¢.q. Direktur Jenderal.

Pasal 2B
Kewajiban pemenuhan batasan mini-
mum pengolahan dan/atau pemurnian mineral
dalam ketentuan Peraturan Menteri ini tidak
berlaku untuk penelitian dan pengembangan
mineral melalui pengiriman conto Mineral ke luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A.

Ketentuan Pasal 10 diubah séhingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

Jenis komoditas tambang mineral yang belum
tercantum dalam Pasal 3 ayat (4}, Pasal 3 ayat
(5), dan Pasal 3 ayat (6) hanya dapat dijual ke
luar negeri setelah jenis produk dan batasan mini-
mum pengolahan dan/atau pemurniannya ditetap-
kan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua)
Pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang ber-
bunyi sebagai berikut:
' Pasal 12A
Pemegang Kontrak Karya yang akan mengirim
conto mineral ke luar negeri Wajib mengikuti ke-
tentuan daiam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12B

(1} Gubernur memberikan rekomendasi atas ren-
cana kerja sama pengolahan dan/atau pemur-
nian yang dilakukan oleh pemegang IUP Oper-
asi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang
diterbitkan oleh bupati/Walikota sebelum ber-
lakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.

(2) Rencana kerja sama pengolahan dan/atau

8.

pemurnian yang dilakukan oteh pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemur-
nian yang diterbitkan oleh bupati/Walikota
dan telah mendapatkan persetujuan/reko-
mendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/
Walikota sesuai dengan kewenarigannya se-
belum berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dinyatakan tetap berlaku sampai jangka Wak-
tunya berakhir.

Lampiran | diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan Idari Peraturan Menteri ini.
Lampiran Il diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

-Lampiran lll diubah, sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan ba-
gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap arang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REFPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 349

Catatan Redaksi :
- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.
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